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ABSTRAK

ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN
(Studi Tahun 2018-2022)

FLYPAPER EFFECT ANALYSIS OF REGIONAL EXPENDITURE IN
SOUTH SULAWESI
(Study of 2018-2022)

Marcopolo
Haliah
Amiruddin

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, SIiLPA, dan kapasitas fiskal
terhadap belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis apakah terjadi flypaper
effect di pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Objek dalam penelitian ini 21 kabupaten dan 3 kota di Sulawesi Selatan. Teknik analisis
data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa PAD, DAU, dan kapasitas fiskal memiliki pengaruh terhadap belanja daerah,
sedangkan SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian ini juga
menunjukkan terjadinya flypaper effect pada pengelolaan belanja daerah di kabupaten dan
kota di provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun.

Kata kunci: belanja daerah, PAD, DAU, SiLPA, kapasitas fiskal, flypaper effect

This study aims to examine the effect of PAD, DAU, SiLPA, and fiscal capacity on regional
spending. In addition, this study also analyzes whether there is a flypaper effect in the local
government of South Sulawesi province. The data used in this study are secondary data
published by the Supreme Audit Agency. The objects in this study were 21 districts and 3
cities in South Sulawesi. The data analysis technique uses multiple linear regression
analysis. The results of this study indicate that PAD, DAU, and fiscal capacity have an
influence on regional spending, while SiLPA has no effect on regional spending. This study
also shows the flypaper effect on the management of regional expenditure in districts and
cities in South Sulawesi province for five years.

Keywords: regional spending, PAD, DAU, SIiLPA, fiscal capacity, flypaper effect
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi membawa perubahan dalam kebijakan pemerintahan di
Indonesia dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang berlaku
efektif sejak 1 Januari 2001. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 32 tahun 2004, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur
urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Dengan sistem
desentralisasi, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penerapan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah, dengan adanya otonomi
daerah diharapkan kebutuhan daerah akan lebih terpenuhi karena pendataan
kebutuhan lebih dekat dengan masyarakat sehingga pemerintah lebih
memahami apa yang dibutuhkan oleh daerahnya sehingga tercapailah apa yang
menjadi tujuan otonomi tersebut yaitu meningkatkan kualitas kesejahteraan dan
pelayanan kepada masyarakat (Agussalim dkk. 2022)

Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
kebijakan desentralisasi fiskal ingin mendorong kemandirian daerah melalui
potensi-potensi yang ada. Dalam pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah
menyusun rencana kegiatan pendapatan dan belanja daerah yang tertuang

alam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut UU No. 23

014 APBD adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh

ah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan telah
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ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan dari perancangan APBD vyaitu
agar pemerintah daerah bisa memperkirakan berapa total pendapatan yang akan
diterima dan total pengeluaran yang akan dibelanjakan. Pengeluaran yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam era otonomi daerah harus terkait
dengan adanya pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau proses
yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi
kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Bentuk pelayanan publik dapat berupa
pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan hukum, infrastruktur,
pariwisata dan kebudayaan, lingkungan hidup, pelayanan sosial, dan pelayanan
lain yang dibutuhkan masyarakat. Dalam menyediakan layanan publik, maka
pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran yang disebut Belanja Daerah.
Perencanaan anggaran dalam bentuk pendapatan dan belanja
pemerintah untuk satu tahun anggaran dicantumkan dalam APBD. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13/2006 yang telah diubah
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 59/2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor
21/2011 menyatakan bahwa struktur APBD memiliki tiga komponen. Pertama,
pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Transfer yang terdiri dari: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), Dana Bagi Hasil, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua,
Belanja Daerah yang dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak
langsung. Ketiga, Sumber Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan. Salah satu komponen penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
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Pemerintah daerah sampai saat ini mayoritas secara konsisten masih
bergantung pada dana suntikan dari pemerintah pusat, yang disebut juga
sebagai dana perimbangan atau dana transfer. Pemberian dana suntikan ini
ditujukan untuk mengubah dari eksternalisasi fiskal menjadi internalisasi fiskal,
serta perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi inefisiensi fiskal antar daerah
(Oates, 1999). Kebutuhan akan layanan publik untuk setiap daerah tentu
berbeda, pemerintah akan melakukan pengeluaran untuk memenuhi dan
memberikan yang terbaik dalam pelayanan terhadap publik. Namun,
permasalahannya adalah pemerintah daerah terlanjur bergantung pada DAU
dalam membantu membiayai pembangunan dan belanja modal tanpa
mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya (Rafi & Arza, 2023).

Ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih besar
berasal dari transfer atau secara spesifiknya pada transfer tidak bersyarat
(unconditional grants) yaitu DAU daripada PAD maka akan mengakibatkan
pemborosan dalam belanja daerah (Agussalim dkk. 2022). Pemberian DAU yang
seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon
berbeda oleh daerah. DAU dan PAD diharapkan bisa saling subtitusi, namun
dalam kenyataannya tidak. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, justru semakin
bergantung pada pemerintah pusat. Pernyataan ini sesuai dengan Oates (1999)
yang menyatakan bahwa ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap
transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut Flypaper effect.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan meyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 menunjukkan rata-rata
lisasi PAD sebesar Rp210,807 juta, rata-rata nilai realisasi Dana

igan sebesar Rp1,017,020 juta, rata-rata nilai realisasi SiLPA sebesar
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Rp91,080 juta, dan rata-rata nilai realisasi belanja daerah sebesar Rp1,389,547
juta. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata kabupaten/kota di Sulawesi
Selatan lebih banyak membiayai belanja daerah dari transfer pemerintah pusat
dibandingkan PAD, hal ini merupakan indikasi adanya flypaper effect. Perlu
adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk mengatasi flypaper effect
(Mukhtaruddin dkk. 2023). Peningkatan kapasitas fiskal dilakukan dengan cara
meningkatkan potensi sumber-sumber PAD untuk mengimbangi efektivitas
transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memicu
pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai kemandirian daerah
melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. Kapasitas fiskal
daerah ini menjadi salah satu faktor penentu di suatu daerah terjadi atau
tidaknya fenomena flypaper effect pada penggunaan belanja daerah, selain
melihat respon DAU yang lebih besar dari PAD. Berdasarkan PMK No.
193/PMK.07/2022, kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki rata-rata
kategori kapasitas fiskal daerah yang rendah. Apabila kapasitas suatu
kabupaten/kota masuk dalam kategori rendah atau sangat rendah dan respon
penggunaan Belanja Daerah lebih besar DAU daripada PAD, maka
kabupaten/kota tersebut terindikasi mengalami fenomena flypaper effect pada
tahun anggaran yang bersangkutan.

Penelitian mengenai flypaper effect telah banyak dilakukan di Indonesia
maupun di luar indonesia. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan
bahwa terdapat kondisi dimana Belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh dana
transfer dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah, yang dalam hal ini
dikatakan terjadi fenomena flypaper effect. Pada penelitian-penelitian
wya yang dilakukan oleh Oktavianti (2022), Susan dkk. (2023), dan

dkk. (2022) menemukan adanya flypaper effect pada pengelolaan
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keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota yang diteliti. Hal ini
mengindikasikan adanya ketergantungan yang lebih besar terhadap dana
transfer dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari potensi daerah itu
sendiri. Namun, terdapat hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang
dilakukan Rafi dan Azra (2023), Agussalim dkk. (2022), dan Linawati (2019) yang
tidak menemukan hasil adanya fenomena flypaper effect pada belanja
pemerintah daerah di kabupaten/kota yang diteliti, karena pengaruh PAD
terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh DAU.
Berdasarkan penelitian terdahulu hal tersebut tidak dapat digeneralisasikan
untuk setiap daerah lainnya atau seluruh Indonesia. Ini dikarenakan terdapat
perbedaan setiap daerah yang dilihat dari segi karakteristik baik geografis,
kondisi ekonomi, begitupun dengan kehidupan masyarakatnya. Hal ini yang
menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak
pada objek penelitian, tahun pengamatan, populasi dan sampel.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi yang dilakukan oleh
Rafi dan Azra (2023) yang berjudul “Analisis Flypaper effect pada Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja
Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera
Barat”. Variabel dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, SiLPA sebagai variabel
independen serta belanja daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini
berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana peneliti memutuskan untuk
menambahkan kapasitas fiskal sebagai variabel independen. Kapasitas fiskal
kemungkinan akan memengaruhi fenomena flypaper effect pada pengelolaan

1 daerah, khususnya pada belanja daerah. (Mukhtaruddin dkk. 2023)

Optimized using
trial version
www.balesio.com




Penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap adakah faktor dasar
pada fenomena flypaper effect pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan karena banyaknya daerah yang semakin bergantung pada
dana transfer daripada pendapatan asli daerahnya, sehingga terjadi flypaper
effect yang menyebabkan stigma negatif pemerintah daerah, sehingga perlu
dikaji ulang secara komprehensif agar pemerintah daerah bisa memperbaiki

kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja
pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-20227?

2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja pemerintah
daerah di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-20227?

3. Apakah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap
belanja pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022?

4. Apakah kapasitas fiskal berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah di
provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-20227?

5. Apakah flypaper effect terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah

daerah di provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2018-20227?
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Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya

penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1.

Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah
daerah di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022
Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja pemerintah daerah di

provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022

Pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap belanja

pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022

Pengaruh kapasitas fiskal terhadap belanja pemerintah daerah di provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2018-2022
Terjadi atau tidaknya fenomena flypaper effect dalam pengelolaan keuangan

pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2018-2022

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.

Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan melalui penerapan ilmu yang didapat
dari pembelajaran selama perkuliahan terhadap permasalahan nyata
yang terjadi. membantu dalam meningkatkan kapasitas serta pengalaman
peneliti yang berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat
terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.
Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam

s:ngembangan penelitian selanjutnya demi pengembangan ilmu

angetahuan.

Optimized using

trial version

www.balesio.com




3. Bagi Pemerintah
Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam
menyusun anggaran belanja. Karena, dalam menyusun anggaran belanja

pemerintah daerah diupayakan dapat menghindari flypaper effect.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Agency Theory (Teori Agensi)

Teori agensi didefinisikan sebagai teori yang menjelaskan hubungan
antara pihak yang mengambil keputusan dan pihak yang memberikan mandat
kepada pihak lain. Dalam penerapan teori ini, agen akan menggunakan
wewenangnya untuk pengambilan keputusan dalam melaksanakan suatu
kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan mandat atau perintah dari
prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Halim (2012) penggunaan teori
keagenan pada sektor publik diidentifikasikan jika eksekutif merupakan pihak
yang memberikan wewenang kepada agen dan legislatif yang menjalankan
wewenang dan mengambil keputusan dari prinsipal. Legislatif merupakan wakil
dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan tujuan utama
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan teori agensi, jika dihubungkan antara terjadinya flypaper
effect dan belanja daerah pada pemerintah daerah disuatu waktu tertentu, maka
dapat diidentifikasi bahwa masyarakat sebagai prinsipal memberikan
kepercayaan kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah sebagai agen untuk memaksimalkan sumber daya atau
potensi daerah. Agar dapat membawa hasil bagi kemandirian daerahnya masing-
masing, dan pemerintah pusat memberikan transfer dana perimbangan antara

macinn-masing daerah kepada pemerintah daerah sesuai dengan harapan di

1g akan datang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com 9




10

2.1.2 Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjelaskan, Otonomi Daerah sebagai hak,
wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah oleh pusat untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Dengan adanya pelaksanaan otonomi di daerah,
diharapkan daerah dapat mencapai kemandiriannya. Pemerintah daerah
diberikan kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya sendiri untuk
menghasilkan pendapatan sendiri guna membiayai semua pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerahnya sendiri. Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa
syarat suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah,
yaitu (1) suatu daerah harus melaksanakan kewenangannya dan mampu
mengelola potensi yang dimilikinya untuk menghasilkan keuangan sendiri yang
cukup memadai untuk mendanai proses penyelenggaraan urusan
pemerintahannya dan (2) ketergantungan terhadap bantuan pemerintah Pusat
harus seminimal mungkin, diharapkan PAD dapat menjadi sumber utama
pendapatan daerah sehingga peran pemerintah daerah menjadi lebih besar
(Mukhtaruddin dkk. 2023).
2.1.3 Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2007 dan Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah adalah
kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan
njadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang mencakup urusan

usan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau
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bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Belanja kategori wajib merupakan urusan pada
tingkat paling dasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar
masyarakat oleh pemerintah daerah. Belanja ini diprioritaskan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas hidup yang meliputi peningkatan pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mewujudkan
kinerja yang sesuai dengan standar. Belanja untuk kategori pilihan meliputi
kegiatan pemerintah dengan fokus utama untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan potensi keunggulan masing-masing daerah
(Mukhtaruddin dkk. 2023). Berdasarkan PSAP No. 2, Mengatakan bahwa seluruh
pengeluaran dari rekning kas Negara itu akan mengurangi saldo anggaran per
periode. Sedangkan menurut PEMENDAGRI No.21 tahun 2011 belanja daerah
didefinisikan dengan pengurangan nilai kekayaan bersih pada suatu daerah. PP
No.71 Tahun 2010 mengatakan bahwa pelaporan keuangan dikelompokkan
diantaranya: belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain/belanja tak terduga,
belanja transfer. Sementara itu, PP Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa
pengelompokkan belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan menjelaskan pendapatan yang dihasilkan dari pungutan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan
untuk mendanai kegiatan pemerintahan sesuai dengan potensi masing-masing
daerah, hal ini disebut dengan PAD. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki
1an untuk mengelola potensi daerahnya sendiri dalam rangka

kan kemandirian daerah sesuai dengan desentralisasi dan otonomi
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daerah untuk memperoleh pendapatan yang sumber utamanya adalah pajak
daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan potensi daerah ini antara lain:
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Halim, 2012). PAD ini dapat dijadikan
tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam menyediakan dana dari dalam
daerah dengan merealisasikan potensi ekonomi daerah menjadi suatu bentuk
kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan dana untuk membangun daerah
yang berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian keuangan
daerah (Junaidi dkk. 2018).

2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah (PP No.
33 Tahun 2004). DAU secara umum ditetapkan sebesar 26% dari total
Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam RAPBN. Pembagiannya
ditetapkan sebesar 10% untuk daerah provinsi dan 90% untuk daerah
kabupaten/kota. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan perhitungan
celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal
dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel
jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik
regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal
diukur berdasarkan PAD dan dana bagi hasil. DAU berperan sebagai
penyeimbang keuangan antar daerah sesuai dengan pertimbangan fiskal dan
kebutuhan fiskal masing-masing daerah (Linawati, 2019). Alokasi DAU untuk
ang memiliki potensi fiskal yang besar namun kebutuhan fiskalnya kecil

:ndapatkan alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang
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memiliki potensi fiskal kecil namun kebutuhan fiskal besar akan menerima DAU
yang relatif besar. (Amalia, 2017)
2.1.6 SisaLlebih Pembiayaan Anggaran

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih perhitungan
antara realisasi komponen penerimaan anggaran dengan komponen
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih pembiayaan
anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya adalah seluruh kegiatan transaksi
keuangan yang meliputi penerimaan, pembiayaan, pengeluaran dan sisa
lebih/kurang realisasi anggaran kegiatan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA) diperoleh dari selisih lebih penggunaan anggaran pada tahun
sebelumnya dan dialokasikan untuk membiayai belanja langsung dan tidak
langsung pada tahun berikutnya. Apabila APBD suatu daerah menghasilkan
surplus yang berarti terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), maka
dimungkinkan untuk menambah alokasi belanja modal pada periode anggaran
berikutnya (Megasari, 2015).

SiLPA ini dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menggambarkan
efisien atau tidaknya pengeluaran pemerintah daerah, karena SiLPA hanya akan
muncul jika terjadi surplus pada APBD dan pada saat yang sama terjadi
pembiayaan netto yang positif. Hal ini berarti komponen penerimaan lebih besar
dari komponen pengeluaran dan pembiayaan. Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SIiLPA) digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil dari realisasi belanja, membiayai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas
beban belanja langsung, dan membiayi pengeluaran-pengeluaran lain yang

engan akhir tahun anggaran belum terealisasikan.
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2.1.7 Kapasitas Fiskal

Berdasarkan PMK Nomor 119/PMK.07/2017 disebutkan bahwa kapasitas
fiskal digunakan sebagai indikator untuk melihat mampu atau tidaknya suatu
daerah dalam mengelola keuangannya yang diukur dari pendapatan daerah
dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditetapkan, belanja
bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Perhitungannya
didasarkan pada data realisasi pendapatan dan belanja.

Tingkat kapasitas fiskal di suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah
penduduk miskin. Jika rata-rata penduduknya miskin, maka hal ini tidak akan
meningkatkan tingkat penerimaan pajak daerah karena tidak mampu membayar
pajak. Hal ini berdampak pada kapasitas fiskal daerah tersebut menjadi rendah,
karena daerah tersebut kurang mampu menyeimbangkan kesejahteraan
masyarakatnya. Apabila daerah memiliki kapasitas fiskal yang rendah, maka
daerah tersebut akan diberikan transfer dalam jumlah yang relatif besar oleh
pusat dengan tujuan agar daerah tersebut dapat menyamaratakan kesiapan
fiskal antar daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah (Urip
& Indahyani, 2017).

2.1.8 Flypaper effect

Flypaper effect merupakan suatu kondisi stimulus terhadap pengeluaran
daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer
(unconditional grants) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan
oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Iskandar, 2012). Dollery &
Worthington (1995) menyebutkan bahwa seorang peneliti bernama Louise
Marshall mengaitkan istilah flypaper effect dengan observasi yang menyatakan

'money sticks where it hits". Hal tersebut dianalogikan dengan
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mekanisme dana transfer dari pemerintah pusat ke sub pemerintah di bawahnya.
(Agussalim dkk. 2022).

Flypaper effect itu sendiri merupakan respon yang tidak simetris atau
asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari
pemerintah pusat. Imam (2021) menyatakan bahwa dana transfer tersebut
diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang
memperoleh keuntungan dari penerimaan dana transfer (grants) yang cenderung
meningkat. Dengan kata lain flypaper effect merupakan kondisi dimana
pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer dalam merespon

pengeluaran daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Rafi dan Arza (2023) melakukan penelitian untuk menganalisis dampak
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja
Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah terjadi flypaper effect di
pemerintah daerah di Sumatera Barat. Populasi yang diambil dalam penelitian ini
adalah Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia selama periode tahun 2016-
2020. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Temuan
dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan SiLPA memiliki
pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, dan tidak terdapat fenomena
flypaper effect yang teramati pada pemerintah daerah di Sumatera Barat.

Ramadhani dkk. (2022) meneliti tentang pengaruh dan keberadaan
flypaper terhadap Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan

keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit di 11 pemerintah
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provinsi yang terletak di Indonesia Timur dari tahun 2012-2017. Penelitian ini
menggunakan E-views untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hanya Dana Alokasi Khusus yang tidak berpengaruh terhadap Belanja
Daerah. Selain itu, di Indonesia Timur terdapat fenomena flypaper effect.
Implementasi kebijakan otonomi daerah masih perlu ditingkatkan. Pemerintah
pusat perlu memotivasi potensi pemerintah daerah untuk memaksimalkan
pendapatan asli daerah dan mempertimbangkan untuk menyesuaikan kebijakan
itu sendiri.

Riduwan (2021) membahas analisis dampak Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, serta
fenomena Flypaper effect pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
selama periode 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
memiliki  pengaruh  signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain itu, penelitian menyatakan bahwa tidak
terjadi Flypaper effect pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama
periode 2016-2019.

Susan dkk. (2023) meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana
PerimbanganTerhadap Belanja Daerah dan tujuan lain dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui apakah terjadi Flypaper effect pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Populasi dari penelitian ini
adalah APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022. Sampel dari
penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Sikka selama tahun anggaran 2018-2022, data yang

In berupa data sekunder. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa
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secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak
berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah
dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daearh. Hasil
pengujian menunjukan bahwa koefisien Dana Perimbangan lebih besar dari
koefisien Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukan bahwa telah terjadi
Flypaper effect pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka selama Tahun
Anggaran 2018-2022

Kesuma dkk. (2022) meneliti tentang pengujian pengaruh Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
terhadap Belanja Daerah, melihat apakah terdapat Flypaper effect terhadap
Belanja Daerah, dan implikasinya terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan
Daerah Kabupaten/Kota. Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2019.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Selatan. Populasi penelitian ini adalah LRA di 17 kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015-2019 dengan menggunakan metode
sampling jenuh dan 85 satuan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan PAD
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, DAU berpengaruh signifikan
terhadap Belanja Daerah, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja
Daerah. dan PAD, DAU, dan DAK secara bersamaan berpengaruh terhadap
Belanja Daerah, PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Selanjutnya terjadinya Flypaper effect

terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
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2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa dalam
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan
mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH. Namun
disamping itu, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri yang
dikenal sebagai PAD, pembiayaan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dari pernyataan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan PAD dan DAU
memiliki hubungan positif.

Fenomena flypaper effect mengilustrasikan respon pemerintah daerah
terhadap pengeluaran sebagai dampak adanya penerimaan dana transfer
khususnya pada unconditional grants. Flypaper effect ini merupakan kondisi
dimana proporsi dana yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai
belanja daerahnya lebih banyak bersumber dari dana transfer daripada dana
milik pribadinya. Penerimaan Dana Transfer oleh pemerintah daerah dalam
rangka mencapai keseimbangan fiskal menyebabkan pemerintah daerah secara
konsisten lebih memprioritaskan peningkatan pengeluaran daerah melalui Dana
Alokasi Umum (DAU) daripada menggunakan dana yang diperoleh dari
peningkatan pendapatan mandiri daerah. Meskipun DAU efektif dalam
meningkatkan pengeluaran untuk barang publik, namun, kenyataannya, tidak
menggantikan pajak daerah, dan fenomena ini dikenal sebagai flypaper effect.

Flypaper effect tidak direpresentasikan dalam kerangka konseptual
karena fenomena ini terjadi ketika pemerintah daerah lebih cenderung
menanggapi peningkatan Belanja Daerah dengan menggunakan Dana Alokasi
Umum (DAU) dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk
ikan adanya fenomena flypaper effect ini, maka penelitian ini

lakan variabel-variabel antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X4),
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Dana Alokasi Umum (DAU) (X,), Sisa Lebih Pembiayan Anggaran (SIiLPA) (X3),

Kapasitas Fiskal (X4), yang memengaruhi Belanja Daerah (Y) di Provinsi

Sulawesi Selatan. Dari pemaparan tersebut maka dapat dibuat kerangka

konseptual penelitian sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

(X1)

Dana Alokasi Umum
(DAUV)
(X2)

Belanja Daerah

) ) (Y)
Sisa Lebih

Pembiayaan
Anggaran (SIiLPA)

(X3)

\/

Kapasitas Fiskal
(X4)

2.4

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan yang sifatnya sementara mengenai suatu

hal yang dianggap benar, atau bisa juga disebut sebagai jawaban dari

permasalahan yang ada. Hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini antara lain.
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2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Dalam konteks teori agensi, penggunaan PAD oleh pemerintah daerah
untuk belanja dapat dipandang sebagai pengambilan keputusan agen
(pemerintah daerah) atas dana yang sebenarnya dimiliki oleh principal (warga
atau pemilih). Melalui pemahaman konsep teori agensi, Pemangku kepentingan
(stakeholder) dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa penggunaan PAD
oleh pemerintah daerah untuk Belanja Daerah benar-benar memenuhi
kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta mendorong akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.

Penelitian Rafi dan Azra (2023) menunjukkan bahwa adanya hubungan
positif yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja
Daerah. Temuan serupa juga telah dikonfirmasi dalam penelitian Oktavianti
(2022), dan Ramadhani dkk. (2023) yang turut menegaskan bahwa PAD memiliki
pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan tren penelitian ini, dapat
diasumsikan bahwa adanya konsistensi dalam menunjukkan bahwa PAD
memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan Belanja Daerah,
menekankan pentingnya sumber pendapatan lokal dalam mendukung kebijakan
pengeluaran pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. Apabila PAD memiliki tingkat kategori tinggi,
maka akan memengaruhi besar kecilnya tingkat belanja daerah kabupaten/kota
di Sulawesi Selatan. Hal ini berarti dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi
fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah. Sebaliknya, jika PAD memiliki
ategori yang rendah, maka terdapat variabel lain selain hasil PAD yang

i Belanja Daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hal ini berarti
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terdapat fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah. Hipotesis yang diajukan
adalah;

H,: PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan teori agensi berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU)
dimana pemerintah pusat atau lembaga yang menyalurkan (DAU) kepada
pemerintah daerah berperan sebagai principal yang memberikan sumber daya
atau anggaran kepada agen, yaitu pemerintah daerah sebagai pelaksana
mandat. Faktanya, hubungan antara DAU dan Belanja Daerah bisa menjadi
subjek risiko agensi. Terdapat kemungkinan bahwa pemerintah daerah
menggunakan DAU tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau untuk
kepentingan yang tidak produktif, seperti pemborosan, pengalihan dana, atau
penyalahgunaan dalam kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Penelitian Kesuma dkk. (2022), disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum
memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Temuan yang serupa juga
diperkuat oleh hasil penelitian Rafi dan Azra (2023). Meskipun demikian, hasil
penelitian Agussalim dkk. (2022) menunjukkan perspektif berbeda dengan
menegaskan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan
dalam penelitian ini mengenai dampak Dana Alokasi Umum terhadap
pengeluaran pemerintah daerah, menyoroti pentingnya kajian lebih lanjut untuk
memahami faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara Dana Alokasi

Umum dan Belanja Daerah.
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Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari dana transfer yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan bersifat
unconditional grant atau transfer tanpa syarat. Artinya, pemerintah pusat
memberikan fleksibilitas penuh kepada pemerintah daerah untuk menggunakan
DAU sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing. Pemberian
grant ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial agar pemerintah
daerah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah,
terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi yang telah didesentralisasikan.
Hipotesis yang di ajukan adalah;

H,: DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
2.4.3 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap

Belanja Daerah

Dalam konteks pemerintahan daerah, SiLPA bisa menjadi subjek dalam
teori agensi karena menggambarkan bagaimana pemerintah daerah sebagai
agen mengelola kelebihan anggaran yang seharusnya dimiliki oleh principal,
yaitu masyarakat atau pemilik kepentingan. Teori Agensi menyoroti risiko bahwa
pemerintah daerah mungkin menggunakan SiLPA secara tidak efisien atau tidak
sesuai dengan kepentingan masyarakat. Penggunaan SIiLPA yang tidak tepat
dapat mencakup pengalihan dana untuk kepentingan politik, penggunaan yang
tidak produktif, atau penyalahgunaan anggaran.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafi dan Azra (2023),
terungkap bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan Belanja Daerah. Dukungan terhadap
ni juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Solikin (2016),

1gan tegas menyatakan bahwa SiLPA memiliki dampak yang positif
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terhadap Belanja Daerah. Temuan serupa dari kedua penelitian ini memberikan
konfirmasi yang kuat terhadap pentingnya peran SiLPA dalam memengaruhi
Belanja Daerah, menunjukkan adanya keterkaitan yang signifikan antara kedua
variabel tersebut.

SiLPA memiliki peranan penting karena dapat diperuntukkan untuk
beberapa tujuan yang mendukung keseimbangan fiskal dan efisiensi
pengelolaan keuangan pemerintah. Pertama-tama, SiLPA dapat diarahkan untuk
menutupi defisit anggaran yang mungkin terjadi selama periode tersebut. Selain
itu, SILPA juga dapat dijadikan sumber dana untuk melaksanakan berbagai
belanja pada tahun berikutnya, membantu memastikan kelangsungan program-
program pemerintah tanpa mengandalkan pendanaan yang baru. Selanjutnya,
SiLPA juga dapat dipergunakan untuk membiayai kewajiban lainnya yang belum
terselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Maka dari itu, Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran tidak hanya mencerminkan saldo keuangan, tetapi juga
menjadi instrumen strategis dalam mendukung stabilitas fiskal dan efektivitas
pengelolaan keuangan publik. Hipotesis yang diajukan adalah;

H;: SIiLPA berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
2.4.4 Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Daerah

Dalam konteks teori agensi, pemerintah daerah bertindak sebagai agen
yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang sebenarnya dimiliki
oleh warga atau masyarakat, yang merupakan pemilik sejati sumber daya
tersebut. Teori agensi menyoroti adanya potensi konflik kepentingan antara pihak
yang terlibat dalam alokasi dan penggunaan kapasitas fiskal. Pemerintah daerah
miliki kapasitas fiskal yang kuat mungkin memiliki kepentingan untuk

<asikan sumber daya keuangan secara berbeda dalam belanja daerah
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untuk mendukung agenda atau tujuan tertentu. Ini bisa bertentangan dengan
kepentingan pihak lain, seperti otoritas fiskal pusat atau kepentingan kelompok
masyarakat yang berbeda.

Penelitian Mukhtaruddin dkk. (2023) menegaskan terdapat hubungan
positif antara Kapasitas Fiskal dengan Belanja Daerah, mengindikasikan bahwa
kapasitas keuangan yang kuat berdampak positif pada alokasi dana untuk
pengeluaran daerah. Temuan serupa juga telah terkonfirmasi dalam penelitian
Urip dan Indahyani (2017) yang memberikan bukti tambahan bahwa Kapasitas
Fiskal tidak hanya berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah
namun juga menegaskan pentingnya ketersediaan sumber daya keuangan yang
memadai bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mendukung
kegiatan belanja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi cenderung memiliki sumber
pendapatan yang kuat dari pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya.
Hal ini dapat memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak dana
ke belanja, termasuk untuk infrastruktur, layanan publik, dan pembangunan.
Kapasitas fiskal yang tinggi bisa menciptakan peluang bagi pemerintah daerah
untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Ini dapat mengarah
pada pengalokasian dana yang lebih baik, mengurangi pemborosan, dan pada
akhirnya, meningkatkan ketersediaan dana untuk belanja daerah.Sejalan dengan
penelitian Urip dan Indahyani (2017) menyatakan bahwa jika tingkat kapasitas
fiskal suatu daerah rendah, berarti daerah tersebut mengalami fenomena
flypaper effect, karena tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya dengan
potensi daerahnya sendiri. Jika tingkat kapasitas fiskal daerah tinggi, berarti

ersebut tidak mengalami fenomena flypaper effect, karena mampu
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membiayai kebutuhan daerahnya dengan potensi daerahnya sendiri. Hipotesis
yang diajukan adalah;

H,: Kapasitas fiskal berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

2.4.5 Analisis Flypaper effect terhadap Belanja Daerah

Penerapan teori agensi pada flypaper effect menyoroti kompleksitas
hubungan antara pemberi dana (prinsipal) dan penerima dana (agen), serta
bagaimana insentif, kontrol, dan ketergantungan dapat memengaruhi
penggunaan dana yang diberikan. Dalam konteks kebijakan publik, pemahaman
mengenai flypaper effect dapat memengaruhi cara alokasi dana publik dan
strategi pembangunan daerah. Prinsipal mungkin menetapkan persyaratan atau
tujuan tertentu untuk penggunaan dana yang diberikan. Hal ini dimaksudkan
untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan cara yang diinginkan
prinsipal, tetapi flypaper effect menunjukkan bahwa dana tersebut lebih melekat
pada tujuan awal dibandingkan dengan dana yang diperoleh sendiri oleh
penerima.

Penelitian Oktavianti (2022) menegaskan bahwa terdapat fenomena
flypaper effect yang memengaruhi belanja daerah, menandakan bahwa adanya
peningkatan dana publik cenderung secara proporsional digunakan oleh
pemerintah daerah untuk pengeluaran. Temuan serupa juga terdokumentasikan
dalam penelitian Susan dkk. (2023), yang menguatkan adanya kecenderungan
ini dalam kebijakan belanja daerah. Namun, hasil penelitian Rafi dan Azra (2023)
justru menyatakan bahwa tidak ada indikasi terjadinya flypaper effect pada
belanja daerah, menunjukkan perbedaan interpretasi terhadap bagaimana
dana publik memengaruhi pengeluaran pemerintah daerah antara

1 yang dilakukan.
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Fenomena flypaper effect terjadi saat pemerintah daerah memberikan
respon dengan melakukan belanja daerah semakin banyak atau terlalu boros
dengan menggunakan DAU daripada PAD. Pemerintah daerah mempunyai
kesempatan untuk menghabiskan dana perimbangan yang diperolehnya untuk
mencukupi kegiatan-kegiatan di daerahnya. Hal ini dapat didasarkan oleh
anggapan pemerintah daerah bahwa pemerintah pusat tidak memberikan syarat
tertentu dalam penggunaan DAU, sehingga pemerintah daerah mempunyai
keleluasaan untuk melakukan belanja daerah yang bersumber dari DAU. Dengan
semakin besarnya belanja daerah yang bersal dari DAU dibandingkan dari PAD,
maka mendorong terjadinnya flypaper effect (Linawati, 2019). Fenomena flypaper
effect dianggap dapat meningkatkan Belanja Daerah, hal ini karena tingkat
sumber pendanaan daerah meningkat karena adanya dana transfer dari
pemerintah pusat. Dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah
Daerah dalam mengelola keuangan dan sumber daya daerah tidak dilakukan
secara optimal, sehingga bisa dikatakan Pemerintah Daerah tidak mandiri dalam
mengelola keuangan yang bersumber dari PAD untuk mendanai kebutuhan
belanja di daerah sendiri. Hipotesis yang diajukan adalah;

Hs: Terjadi fenomena flypaper effect pada belanja daerah di Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Optimized using
trial version
www.balesio.com




